BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan kesmpulan yang penulis temukan dari penjabaran
sebelumnya, maka penulis memberikan kesimpulan, yaitu :

1. Bahwa Perkawinan yang belum atau tidak dicatatkan di Catatan Sipil

akaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanva dipergunakan

arya llimiah Milik Perpust

K

untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan

suai dengan undang-undang vang berlaku

dituntut se

menurut hukum negara, perkawinan itu adalah belum sah. Karena menurut
Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan menyatakan bahwa “Tiap-tiap perkawinan
dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku” dan Pasal 43
ayat (1) UU Perkawinan menyatakan bahwa *“ Anak yang dilahirkan di luar
perkawinan hanya mempunya hubungan perdata dengan ibunya dan
keluarga ibunya”. Bahwa perkawinan itu harus dicatatkan di Kantor
Catatan Sipil oleh karena itu perkawinan yang telah dicatatkan dalam
hukum agama Kristen atau hukum adat masih dianggap belum sah kalau

belum dicatatkan di Kantor Catatan Sipil.

. Tidak dicatatnya suatu perkawinan maka berakibat pada hak-hak anak yang

lahir pada perkawinan tersebut. Hak anak dirugikan karena haknya tidak

dapat terpenuhi antara lain menurut Pasal 9 UU No 35 Tahun 2014 Tentang

Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak :

a. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan penggjaran dalam
rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya

sesuai dengan minat dan bakat.



akaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanva dipergunakan

arya llimiah Milik Perpust

K
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b. Setigp anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan
dari kegjahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik,
tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/ atau pihak lain.

c. Selain mendapatkan Hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (1a), anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh pendidikan
luar biasa dan Anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan
pendidikan khusus.

B. Saran
Berdasarkan kesimpulan yang penulis temukan dari penjabaran sebelumnya,

maka penulis memberikan saran, yaitu :

suai dengan undang-undang vang berlaku

1. Setiap perkawinan harus dicatatkan karenaitu adanya UU Perkawinan No 1

tahun 1974 diharapkan dapat disosidisasikan lebih intensif pada

dituntut se

masyarakat, khususnya bagi kelompok yang terbiasa dengan kondisi
setempat yang hanya mel akukan perkawinan secara adat atau agama sgja.

Perlu adanya revisi atau perubahan terhadap UU Perlindungan anak dengan cara
pemberian sanksi yang berat bagi pasangan yang melakukan perkawinan yang
tidak mencatatkannya di Kantor Catatan Sipil. Kelahiran anak diluar nikah
menimbulkan banyak masalah bagi kedua orang tuanya.

untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan



ilik Darma Cendika. Hanva dipergunakan

versitas Kate
uai dengan undang-undang yvang berlaku

untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan
dituntut se:

arya llimiah Milik Perpust

K
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